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Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari
sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya

kepada Tuhanmulah engkau berharap

(QS AL INSYIRAH:6-8)

Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu
membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai
sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu
tidak mengetahui.

(Al-Baqarah 216)
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ABSTRAK

Skripsi im membahas mengenai “Analisis Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana
Korupsi Bantuan Sosial Studi Kasus Putusan No 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst”
Pada Penclitian ini dilalar belakangi oleh adanya kejadian tindak pidana korupsi di
Kementerian Sosial Repulik Indonesia Dimana Menteri pada saat itu menyalahgunakan
kekuasaannya dengan meminta fee dalam penanggulangan dana bantuan sosial. Dimana
dalam penulisan karya tulisan ini penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, yang
terdiri dari: (1). Apa saja yang dapat diberikan pemberatan terhadap tindak pidana korupsi
(2). Bagaimana Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap putusan No
29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKL.Pst. Jenis penclitian pada karya tulis ilmiah ini merupakan
kualitatif dengan metode normatif, melalui pendekatan perundang-undangan dan pe
ndekatan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk memberikan pengetahuan mengenai
Hal-hal apa sajakah yang dapat diberikan pemberatan terhadap tindak pidana korupsi serta
menganalisi bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan no
29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jki.Pst. Adapun hasil pada peneleitian ini dengan terbuklinya
terdakwa melakukan tindak pidana korupsi berupa melanggar Pasal 12 hurul'b j.o Pasal
18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP j.o Pasal
64 ayat 1 KUHP dengan pemberatan pencabutan hak politik terdakwa selama 4 tahun
mengingat dengan jabatan yang diemban oleh Terdakwa dan agar menciptakan efek jera
bagi pelaku kejahatan dan orang lain yang akan melakukan kejahatan, sehingga fungsi
hukum sebagai a tool of social engineering dapat terwujud. Serta hal apa saja yang dapat
diberikan pemberatan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah Pelaku yang membatu
perbuatan korupsi, melakukan korupsi dalam keadaan tertentu sepeti dana bencana alam
krisis ekonomi, memiliki jabatan, serta merugikan keamanan, dan keselamatan negara

Kata Kunci: Pemberatan pidana, Tindak Pidana Korupsi, Bantuan Sosial

Indralaya, 29 Juni 2025

Pembimbing Utama, Pembir(bing Pembantu,
Dr. enn; gninggihiS.H..I\Jl.H. Taroman [Pasyah S.H.1..M.H
NTP. 198301242009122001 NIP. ]98‘5]2082015011201
Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hamonanga

NIP. 198211252009121005

Xii

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan tidak terlepas dalam norma yang biasanya menjadi pedoman hidup
dalam masyarakat, norma tersebut seiring berjalannya waktu menjadi suatu
keharusan yang di taati sehingga menjadi aturannya dan apabila melanggar maka
akan terkena konsekuensi atau sanksi oleh masyarakat. Adapun sanksi tersebut di
bentuk bersama masyarakat secara bersama-sama dan menjadi suatu aturan yang
biasa disebut dengan hukum, setiap norma tentunya belum tentu menjadi hukum
sedangkan hukum sudah pasti adalah norma yang ada di tengah masyarakat. Hukum
terus berkembang dan selalu menjadi acuan dalam berkehidupan sosial di tengah
masyarakat baik dalam negara maupun antar negara. Indonesia yang merupakan
bagian dari negara hukum tentu mengatur akan aturan yang termuat baik dalam
undang-undang peraturan dan lain sebagainya.

Indonesia adalah negara hukum dimana semua aturan akan baik bermasyarakat
bersosial dan berkehidupan di negara Indonesia selalu berlandaskan pada hukum
dan segala jenis produk perundang-undangan dan peraturan sebagainya. Hal
tersebut sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Yang

menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

! Janpatar simamora, Tafsir makna negara hukum dalam perspektif Undang-undang
dasara negara republik Indonesia tahun 1945, jurnal dinamika hukum vol 14 no 3 september 2014,

hal 548 https://dinamika.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewfile/318/334 Diakses pada
tanggal 2 april 2024 (jam 11.49 Wib)


https://dinamika.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewfile/318/334

Negara Indonesia yang menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana
pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga
memiliki sisem hukum.? menariknya Indonesia menganut tiga sistem hukum
sekaligus yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yaitu sistem hukum civil
law, sistem hukum adat dan sistem hukum islam.?

Hukum di Indonesia terpaku pada hierarki perundang-undangan di mana,
hierarki tersebut bersumber dari asas hukum Lex superiori derograt legi inferiori d
pada asas tersebut menjelaskan bahwa hukum yang kedudukannya lebih tinggi
tingkatannya, di dahulukan keutamaannya di bandingkan dengan hukum yang lebih
rendah. Adapun hierarki atau tingkatan wewenang yang memiliki tingkatan atau
urutan yang paling bawah hingga tertinggi di Indonesia dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia telah diatur pada ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa hierarki
peraturan perundang-undangan terdiri dari:*

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

3. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

4. Peraturan Pemerintah

2 Ibid . Hal 548

3 Zaka firma aditya, rizkisyabana yulistyaputri, Romantisme sistem hukum di indonesia
kajian atas kontribusi hukum adat dah hukum islam terhadap pembangunan hukum di indonesia,
Jurnal rechtsvinding media pembinaan hukum indonesia volume 8, nomor 1 april 2019, hal 38
https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/305/211. Diakses pada tanggal
30 maret 2024 (jam 11:40 Wib)

4 Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/305/211

5. Peraturan Presiden

6. Peraturan Daerah Provinsi ; dan

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Selain Asas Lex superiori derograt legi inferiori Terdapat sebuah Asashukum di
Indonesia yang yang diterapkan pula asasnya yang berbunyi Lex Specialis derogat
legi generali yang berartikan dimana sebuah hukum khusus menyampingkan
hukum umum dimana pada asas ini hukum yang menunjuk hukum mana yang
didahulukan dalam suatu peristiwa.> Adapun Hukum ini biasanya disebut hukum
khusus, salah satu hukum khusus di Indonesia adalah Hukum Pidana Khusus.

Hukum Pidana Khusus jika dirujuk pada kutipan Mikhael lefri dan kawan kawan
dalam bukunya yang berjudul hukum pidana diluar kodifikasi mengutip azis
syamsudin yang berpendapat mengenai Hukum pidana khusus sebagai perundang-
undangan di bidang tertentu yang bersanksi pidana atau tindak pidana yang di atur
dalam undang-undang khusus.® Hukum pidana khusus terncantum dalam
perundang-undangan diluar kitab undang-undang hukum pidana. Artinya hukum
pidana khusus dapat diartikan suatu aturan pidana dimana mempelajari suatu
hukum dibidang pidana yang pada umum nya tidak termuat atau tidak terdapat
didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Contoh dari Hukum Pidana Khusus

di Indonesia adalah Undang-undang Tindak pidana korupsi, Undang-undang

5 Shinta Agustina, Implementasi asas lex specialis derogate legi generalis sistem peradilan
pidana, Junal  masalah-masalah  hukum jilid 44 No 4 2015, hal 504,
https://Ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/11468/10227, Diakses pada tanggal
30 maret 2024 pada (jam 12:01 Wib).

6 Mikhael Lefti, aryono, dian eka kusuma wardanai, khairul riza, Muhammad romadoni,mia
amalia,toni, herlina sulaiman, dedi dwi pamungkas, mahrida, hanuring ayu, reza noor ihsan, 2023,
Hukum pidana diluar Kodifikasi , padang, Pt Global Eksekutif Teknologi, cetakan pertama mei, hal
5
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Tindak pidana terorisme, Tindak pidana narkotika, tindak pidana informasi dan
transaksi elektronik dan lain lain.’

Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya alam maupun sumber
daya manusianya, dengan kekayaan yang melimpah itu banyak sekali-kali oknum
yang serakah akan harta dan kekayaan sehingga ingin memperkaya diri sendiri
dengan singkat tidak terlepas hal tersebut dilakukan oleh seorang pejabat. Contoh
dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat negara di Indonesia
adalah tindak pidana korupsi.

Korupsi merupakan Bahasa latin yaitu corruptio atau corruptus yaitu bergeser
dari keadaan jujur menjadi ketidak jujuran dan penyelewengan coruptio bermula
dari corrumpere yaitu sebuah kata latin kuno yang berarti membusuk,merusak
,menggoyahkan memelintir ,menyuap ,merusak ,terpikat atau disuap dari istilah-
istilah diatas selanjutnya diserap menjadi menjadi kata Corruption, corrupt,
korruptie dalam Bahasa inggris, perancis dan belanda dengan demikian kata
korupsi berdasarkan arti leksikal adalah kebusukan, kejelekan dan kebejatan moral,
ketidak jujuran suap, maksiat pengkhianatan kesucian.® Dalam kosataka Bahasa
Indonesia korupsi dikenal sebagai kebusukan kejahatan,amoral,tindakan bejat dan
lain lain,dalam definisi lain berarti perlakuan bejat seperti penyelewengan uang,
menerima suap, dan lain lain.’ Menurut kutipan jurnal yang di tulis oleh akhmad

syauki, Muhammad ibal fasa, sharto dana dib fachri dalam jurnalnya yang berjudul

7 Barama Michael, 2015, Tindak Pidana Khusus, Unsrat Press, Manado, Hal 3

8 Ahmad Syauki,Muhammad Igbal fasa,Suharto,adib fachri,Corrution nt a taboo for
Indonesian,Jurnal ~ kajian  hukum  Volume 7 (1) Mei 2002, hal 53-75,
https://kajianhukum.janabadra.ac.id/index.php/kh/article/download/8/5 , diakses pada hari kamis 16
mei (jam 16:52 wib).

® Ibid , hal 55



Corruption not a taboo for Indonesia mendefinisi tindak pidana korupsi yang
dikutip dari juniadi suwartojo bahwa korupsi merupakan perbuatan satu orang atau
kelompok yang menyalahi nilai kebenaran yang ada,memanfaatkaan dan menyalahi
kegunaan kekuasaan atau kesempatan yang semestinya untuk melakukan kegiatan
penerimaan lewat rangkaian tindakan pengadaan, penetapan retribusi dan
pemberian atau penerimaan fasilitas lain maupun layanan dana tau kegiatan
mengeluarkan maupun menyimpang uang atau harta kekayaan dan proses izin dan
jasa lain yang merugikan negara atau masyarakat secara langsung ataupun tidak
dalam rangka memenuhi kebutuhan personal maupun kelompok.'°

Korupsi Sendiri dapat diartikan dalam Undang-undang No 20 Tahun 2001
perubahan atas undang-undang No 31 tahun 1999 tentang pemberatasan tindak
pidana korupsi adalah “setiap orang atau individu yang secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang
dapat menyebabkan suatu kerugian keuangan negara atau perekonomian negara”.!!
korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku yang tidak mematuhi prinsip
mempertahankan jarak artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi
apakah ini dilakukan oleh perorang di sector swasta atau oleh pejabat publik,
hubungan pribadi atau keluarga tidak memainkan peranan, sekali prinsip
mempertahankan jarak ini dilanggar dan keputusan berdasarkan hubungan pribadi

atau keluarga, korupsi akan timbul.'?

10 Jbid , hal 55

' Indonesia. Undang-Undang no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang
No 31 tahun 1999 tentang pemberatasan tindak pidana korupsi.Tambahan lembaran negara Republik
Indonesia

12 Ruslan Renggong,2016, Hukum pidana khusus memahami delik-delik di luar KUHP,
Jakarta, Prenamedia Group, hal 59



Ketentuan Tindak pidana korupsi di Indonesia sendiri diatur Undang-undang No
20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 Tentang
Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya akan di sebut Dengan Uu
Tipikor'3. Dalam Uu Tipikor Membagi Tindak Korupsi Kedalam beberapa bagian
sebagai berikuit.!*

1. Tindak Pidana Korupsi yang telah di atur dalam Kitab Undang-undang

Hukum Pidana Yang terdiri dari

a. Tindak Pidana Korupsi yang Bersifat Umum

b. Penyalahgunaan Kewenangan/Kekuasaan

c. Memberi Hadiah dengan Mengingait KekuasaanSengaja
mencegah/merintalkan/menggagalkan penanganan tindak pidana korupsi

d. Percobaan/Pembantuan/pemufakatan jahat melakukan tindak pidana
korupsi

e. Dengan sengaja tidak memberi keterangan yang benar

f. Menyebutkan nama/alamat pelapor

2. Tindak pidana korupsi yang diatur atau berasal dari KUHP Yaitu
a. Suap
b. Penggelapan

c. Pemerasan

13 Anita Zulfian, agung nur probohudono, khresna bayu sangka, pengaturan tindak pidana
korupsi sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kuhp dalam
upaya menurunkan angka korupsi pada sektor swasta, jurnal une law review volume 5 issue 4 juni
2023, hal 4306, https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.741 diakses pada tanggal 3 april 2024 (jam
23.49 Wib).

4 Nugroho SBM, Korupsi dan factor-factor yang mempengaruhinya di Indonesia, Jurnal
Media Administrasi Vol 26 No 2 Juli 2012 hal 21
Http://Jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/fee/article/view/192 diakses pada tanggal 6 oktober 2023
(jam 15;00 Wib).
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d. Pengaduan yang berkenaan dengan pemborong/rekanan

Korupsi sendiri termasuk kedalam Extra ordinary crime atau perbutatan
kejahatan luar biasa, extra ordinary crime Sendiri meurut Mohammad al faridzi
dan Gunawan nachrawi dalam mendefiniskan Kejahatan luar biasa mengutip
menurut Sukardi kejahatan luar biasa adalah suatu kejahatan yang berdampak besar
dan multidimensional terhadap sosial, budaya, ekologi, ekonomi, dan politik yang
dapat dilihat dari akibat-akibat suatu tindakan atau perbuatan yang ditemukan dan
dikaji oleh berbagai lemabaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan,
nasional maupun internasional.!> Adapun mengapa Tindak pidana korupsi di
termasuk kedalam kejahatan luar biasa hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi
dapat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan orde baru
sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan ekonomi
dan hak sosial rakyat Indonesia.'®

Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia sendiri telah dilakukan dengan
metode yang beranekaragam baik melalui pencerdasan terhadap masyarakat
mengenai bahaya tindak pidana korupsi hingga sanksi terhadap pelaku yang sudah

amat diperberat seperti hukuman mati yang telah di atur.!” Jika tindak pidana

15 Mohammad Al Faridzi,Gunawan nachrawi,Kualifikasi kejahatan luar biasa terhadap
tindak pidana korupsi (Putusan mahkamah agung nomor 301k/Pid.Sus/2021) jurnal
kewarganegaraan hal 59 ,https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/3244/pdf/7879.,
diakses pada 19 mei 2022 (jam 15;30 wib).

16 Ifrani, Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa, Jurnal hukum al’adl volume
ix nomor 3 desember 2017.ham 330, https://media.neliti.com/media/publications/225072-tindak-
pidana-korupsi-sebagai-kejahatan-d20073el.pdf , diakses pada hari mingu 19 mei 2024 pada (jam
12.53 Wib).

7 Wicipto Setiadi, Korupsi di indoensia (penyebab, bahaya ,hambatan dan upaya
pemberantasan, serta regulasi), Jurnal, November 2018, Hal 249-262
https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/234  diakses pada tanggal 6 (Jam 14:00
Wib)
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korupsi di dalam masyarakat sudah merajarela dan menjadi kebiasaan di tengah
masyarakat sehari hari maka akan berdampak yang sangat amat negatif bagi
kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menciptakan peraturan atau Undang-undang yang tentunya menjadi suatu
landasan untuk memberikan sanksi bagi para pelaku tindak pidana korupsi
senyatanya negara pula telah membentuk sebuah lembaga yang terfokus pada
upaya pemberantasan tindak pidana korupsi lembaga tersebut sering dikenal dengan
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang memiliki kewenangan dalam
mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana
korupsi, meletakkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana
korupsi kepada instansi terkait, melaksanakan dengar pendapat dengan instansi
yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan
sebagainya.'® Meskipun telah terdapat lembaga maupun aturan yang memberikan
sanksi bagi para terpidana korupsi pada nyatanya masih terdapat banyak sekali
kasus korupsi yang terjadi di negara ini adapun factor penyebab terjadinya tindak
pidana korupsi di Indonesia, banyak hal yang memengaruhi penyebab timbulnya
tindak pidana korupsi hal tersebut telah dimulai baik kebiasaan yang kecil dari diri
kita sendiri hingga hal besar.

Akibat hukum dalam tindak pidana korupsi antara lain lembaga hukum yang

menangani tindak pidana korupsi (Komisi pemberantasan korupsi) yang merupakan

18 Achamad badjuri, peranan komisi pemberantasan korupsi (KPK) sebagai lembaga anti
korupsi  di  indonesia. Jurnal bisnis dan ekonomi vol 18 no 1. Hal 89-90,
Https://media.neliti.com/media/publications/24288-ID-peranan-komisi-pemberantasan-korupsi-
kpk-sebagai-lembaga-anti-korupsi-di-indones.pdf . Diakses pada tanggal 3 april 2024 (jam 14.38
Wib).



https://media.neliti.com/media/publications/24288-ID-peranan-komisi-pemberantasan-korupsi-kpk-sebagai-lembaga-anti-korupsi-di-indones.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/24288-ID-peranan-komisi-pemberantasan-korupsi-kpk-sebagai-lembaga-anti-korupsi-di-indones.pdf

lembaga negara akan melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen
dan bebas dari pengaruh manapun, pembuktian dalam tindak pidana korupsi
menerakan sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang yakni
terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak
pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya,
terdapat ancaman pidana minimum khusus,pidana denda yang lebih tinggi dan uang
pengganti serta ancaman pidana mati yang merupakan pemberantasan pidana.
Indonesia telah mengatur pemindanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang mana
jika dilihat dalam pasal 2 UU TIPIKOR dimana apabila seseorang melakukan tindak pidana
korupsi maka akan diberikan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4
tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta
rupiah dan paling banyak Rp 1.000.000.000 .00 (satu milyar rupiah ), Pasal 5 UU TIPIKOR
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan
paling banyak Rp250.000.000,00 dimana pada pasal 209 KUHP Berbunyi Barang siapa
memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud
menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang
bertentangan dengan kewajibannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun
delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, namun pada
nyatanya tercatat ada 2.278 kasus tindak pidana korupsi yang terjadi dari tahun 2017-2021.
Dilihat pada jumlah tersebut penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak
hukum terdapat ketidak tetapan atau perubahan baik dari jumlah kasus yang ditangani ,
jumlah kerugian negara yang ditimbulkan korupsi semakin meningkat hal tersebut dapat

dilihat dari tabel berikut
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1. Tren penindakan korupsi dari tahun 2017-2021

Dari tabel tersebut tentunya peningkatan kerugian negara amat sangat
signifikan, kenaikan potensi kerugian negara tersebut setidaknya mengindikasikan
bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah setiap tahunnya
masih perlu ditingkatkan dari segi pengawasan dalam rangka mencegah
penyelewengan terhadap anggaran negara, Sebagaimana telah dijelaskan pada
bagian sebelumnya, bahwa akibat dari korupsi sendiri akan sangat berdampak
pada upaya negara dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Berbagai kejadian tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari
satu kejadian yang terjadi ketika terjadinya wabah yang telah terjadi di 2020 silam.
Dimana pada tahun 2020 indonesia terkena wabah pandemi covid 19. Dampak
dari wabah tersebut sangat besar dan nyata sehingga pada saat itu banyak sekali
negara yang memaksa melakukan evakuasi mendesak dengan berbagai metode
baik lockdown hingga ada pembatasan berskala yang dilakukan di Indonesia,

Tentu hal itu memberikan dampak yang impresif bagi masyarakat tidak hanya di



11

kehidupan bersosial , bermasyarakat namun tentu dari perekonomian warga
negara Indonesia sangat berdampak pada saat terjadi wabah tersebut sehingga
pada saat itu pemerintah Indonesia memberikan bantuan hal tersebut sesuai
dengan Undang-undang No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana
dimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana.'”

Tentu jika kita berpacu pada Undang-undang No 24 tahun 2007 tentang
penanggulangan bencana pemerintah telah melakukan berbagai Upaya dalam
penanggulangan bantuan kepada mas'yarakat salah satunya adalah Bantuan
Sosial. Bantuan sosial sendiri adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa
kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu,

dan/atau rentan terhadap risiko sosial*’

, Adapun dalam hal ini pemerintah
memberikan bantuan sosial yang di serahkan tanggung jawabnya kepada mentri
sosial yang berupa pelaksanaan paket bansos sembako yang dilaksanakan secara
beberapa tahap.?!

Nyatanya Menteri sosial pada saat itu diduga telah menerima hadiah dari para
vendor pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam penangan telah menerima

fee Rp 14.597.450.000.00 (Empa belas Miliar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta

empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembagiannya diberikan secara beberapa

1 Indonesia.Undang-Undang No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana,
Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723,Sekretariat negara,Jakarta

20 Indonesia peraturan menteri sosial republik indonesia nomor I tahun 2019 tentang
penyaluran belanja bantuan sosial di lingkungan kementerian sosial, Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia

2 Pytusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
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tahap.Tentu jika kita berpatok pada sepenggal Kasus posisi di atas tentu hal
tersebut telah bertentangan dengan Uu Tipikor Pasal 3 yang berbunyi setiap orang
yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada pada
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara,dipidana dengan pidana penjara seumur hidup dan paling
lama 20 tahun dana atau denda paling sedikit Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).??

Maka sudah selayaknya pelaku dituntut sesuai dengan pasal tersebut, Hakim
menjatuhi Putusan pidana pada terdakwa selama 12 tahun dan denda sebanyak Rp
14.597.450.000.00 (Empat belas Miliar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta
empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga banyak sekali pro dan kontra akan
putusan yang telah ditajuhi hakim pada tersangka. banyak pihak yang
berpandangan bahwa putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa sangat
ringan bahkan hal tersebut banyak yang berpandangan bahwa putusan dari hakim
tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah pelaku perbuat.

Pada perspektif hukum tentu kita perlu mencermatinya bukan hanya dengan
logika namun dapat kita cermati dengan teori pembalasan dan teori keadilan yang
tentu menjadi teori dalam penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu
penyusun pada penelitian ini memutuskan untuk membuat sebuah penelitian yang

berjudul Pemberatan pidana dalam tindak pidana korupsi bantuan sosial studi

22 Indonesia. Undang-undang no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana
korupsi. Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3874. Sekretariat Negara.Jakarta.
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kasus Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst guna menganalisis terkait
permasalahan di atas serta menganalis terkait alasan dan pertimbangan hakim
dalam memberikan putusan tersebut.
B. Rumusan Masalah

Adapun penyusunan Karya tulis ilmiah ini penulis merumuskan beberapa
rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap hal-hal yang

menyebabkan pemberatan dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap

putusan No 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst ?

C. Tujuan
Tujuan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk menjelaskan bagaimana pertanggung jawaban pemberatan pidana
Terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam

putusan no 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst

D. Manfaat Penelitian
Penyusun mengharapkan manfaat yang didapatkan pada penelitian ini baik
secara Teoritis maupun secara Praktis
1. Manfaat Teoritis
Penyusun mengharapkan pada penelitian ini dapa bermanfaat serta
memberikan wawasan dan pemahaman mengenai apa itu tindak pidana korupsi

yang di sertai pemberatan
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2. Manfaat Praktis

Pada penyusunan penelitian ini penyusun mengharapkan agar penelitian ini
dapat menjadi wawasan dan masukan baik kepada masyarakat maupun
pemerintah mengenai tindak pidana korupsi yang disertai pemberatan baik

dilakukan ketika terjadi bencana maupun non bencana

E. Ruang Lingkup

Tulisan ini memiliki ruang lingkup yang terbatas terkait pembahasannya yang
hanya membahas terhadap pemberatan pidana dalam tindak pidana korupsi bantuan
sosial, adapun penyusun menganalisis studi kasus putusan pada putusan Nomor

29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

F. Kerangka Teori

Penyusunan karya Tulis Ilmiah ini Penyusun menggunakan beberapa teori yang
menjadi pedoman penyusun dalam penulisan karya tulis ilmiah ini antara lain sebagai
berikut:

1. Teori Fraud Triangle

Fraud triangle teori di kutip menurut Esther Natalia dalam jurnalnya
menyebutkan defisini Fraud triangle menurutnya ester mengutip yang
dikemukakan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1953, menurut cressey
mengemukakan kecurangan atau tindak pidana korupsi dapat didasari tiga

factor yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi.?* Pada teori ini menjelaskan

23 Esther Natalia, Tan Min Kuang. Pengujian fraud triangle theory dalam menjelaskan

kecurangan laporan keuangan menggunakan beneish M-Score. Owner dan jurnal riset akuntansi
volume 7 nomor 2 april 2023. Hal 1754,
Https://owner.polgan.ac.id./index.php/owner/article/view/1296/846. Diakses pada tanggal 26 maret
2024 (Jam 17.33 Wib)
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3 hal yang memengaruhi akan terjadinya kecurangan diantaranya sebagai

berikut.

Tekanan (pressure) merupakan kondisi yang membuat seseorang merasa
berada dalam suatu keadaan yang sulit dan menjadi termotivasi melakukan
kecurangan karena adanya tekanan finasial secara pribadi maupun dari atasan.
Adanya kondisi tekanan seperti financial targets, financial stability, personal
financial need, dan external pressure dapat mendorong kecurangan terjadi.’*
Cressey mengemukakan tekanan (pressure) merupakan faktor pertama dalam
fraud triangle sebagai penyebab perusahaan melakukan kecurangan, Tekanan
terjadi ketika perusahaan atau seseorang berada pada kondisi tidak sesuai
dengan apa yang diharapkan atau berada di bawah rata-rata. Misalnya, ketika
stabilitas keuangan perusahaan atau seseorang terancam, adanya tuntutan yang
harus dipenuhi dari pihak ketiga. Perusahaan atau seseorang sering dihadapkan
dengan kondisi yang sulit dimana terdapat tekanan yang akan mendorong untuk
melakukan kecurangan.?

Kesempatan atau peluang merupakan keadaan yang memungkinkan fraud
dapat terjadi, tanpa adanya kesempatan sulit bagi seseorang untuk bertindak.
Kesempatan merupakan situasi atau kondisi yang memungkinkan terjadinya

kecurangan. Peluang terjadi karena adanya kelemahan pengendalian internal,

2 Ibid . Hal 1754
2 Ibid , Hal 1755
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ketidak efektifan pengawasan manajemen, atau penyalahgunaan posisi atau
otoritas.?¢

Rasionalisasi adalah faktor ketiga dalam fraud triangle. Rasionalisasi
terjadi ketika suatu perusahaan telah melakukan kecurangan, namun meyakini
bahwa tindakan yang dilakukan adalah sah dan wajar untuk dilakukan.?’
Rasionalisasi (rationalization) adalah bentuk dari suatu pemikiran atas setiap
tindakan yang dianggap normal dan dapat dipahami dalam masyarakat. Pelaku
kecurangan membenarkan tindakan nya karena merasa pantas mendapatkan
timbal balik.*®

Sehingga tentu jika dilihat dari Teori Fraud triangle ini sangat
memungkinkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi jika memenuhi tiga
komponen tersbut maka dari itu penyusun menggunakan teori ini dalam
penulisan karya tulis ilmiah ini sebab jika dilihat dari judul karya tulis ilmiah
ini pelaku atau terdakwa memenuhi unsur unsur untuk melakukan perbuatan
tindak pidana korupsi dimana terdakwa saat kejadian tersebut tentu memliki
peluang seperti jabatan,pressure dimana tentu ada hasrat atau tekanan untuk
memperkaya atau mengambil keuntungan yang lebih untuk diri pribadi, dan
tentu rasionalisasi yang menormalkan melakukan perbuatan sehingga pelaku

dapat melakukan perbuatan tersebut.

26 Wahyuni dan Gideon Setyo Budiwitjaksono. Fraud triangle sebagai pendeteksi
kecurangan laporan keuangan. Jurnal akuntansi Volume 21 no 01 januari 2017 Hal 51.
Https://ecojoin.org/index.php/EJA/article/download/133/133 . Diakses pada tanggal 2 apri 2024
(jam 22.33 Wib).

27 Esther Natalia, Op.Cit, Hal 1755

28 Ibid, Hal 1755
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2. Teori Pertimbangan Hakim

Teori pertimbangan hakim adalah teori yang penjatuhan putusan oleh hakim
terdapat beberapa konsideran yang menjadi pertimbangan hakim dalam
membuat keputusan. Hakim sebelum memutus suatu perkara dan membuat
putusan berkewajiban untuk memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan
perkara dan bukan hanya kepentingan dari pada korban tetapi juga keadaan
terdakwa dan keluarganya karena dalam putusan hakim harus tercapai keadilan.
Sehingga dapat di ambil kesimpulan bahwa hakim dapat memberikan keputusan
tidak hanya melalui pertambingan yuridis namun dapat juga dilihat dari sisi non
yuridis

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai
kewenangan dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah
memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara
pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada
prinsipnya menetukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap
telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut Undang-undang juga
ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang
baik.?

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam pengambilan keputusan harus

berdasarkan dengan fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang dijadikan

2 Ahmad Rifai,2010, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif,
Jakarta: Sinar Grafika, Hal 103.
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landasan hukum atas putusannya.’® Dengan demikian hakim memiliki
kekuasaan yang besar untuk para pihak yang bersangkutan dan berkenan
dengan masalah ataupun konflik yang diberikan kepada hakim atau para hakim
tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan
kehakiman yang mana juga disebut dengan undang-undang kekuasaan
kehakiman, di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin oleh undang-undang
tersebut dan dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan
negara yang merdeka untuk menyelanggarakan peradilan dalam menegakan
hukum dan keadilan.

Pertimbangan hakim dalam putusan karya tulis ilmiah ini yang digolongkan
sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan ke dalam unsur
unsur yang dirumuskan dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Sebagaimana Yang Telah Dirubah Didalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1
KUHP adalah mengenai perbuatan berlanjut (voorgezette handeling).sehingga
dengan Landasan tersebut hakim tentunya dapat memberiikan putusan pidana

yang tepat Terhadap terdakwa.

30 Fransisco Geraldy Sulu,Rodrigo F. Elias, Fony Tawas, analisis yuridis pemidanaan
kasus korupsi dana bantuan sosial covid-19 menteri sosial juliari batubara (Studi Kasus Putusan
Nomor: 29/Pid.sustpk/2021/PNJKT.PST), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex
PrivatumVol. XII/No.2/jul/2023,file:///C:/Users/L/Downloads/Jurnal+Fransisco+Geraldy+Sulu+(2)
-pdf. Diakses pada hari pada tanggal 24 oktober 2024 (jam 16 50 Wib)



file:///C:/Users/L/Downloads/Jurnal+Fransisco+Geraldy+Sulu+(2).pdf
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3. Teori Tujuan Pemindanaan

Teori tujuan pemindanaan sediri pada dasarnya dapat digolongkan menjadi
tiga bagian teori yaitu,Teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan,
Menurut wirjono Prodjodikoro tujuan pemindanaan yaitu

a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik

secara menakut-nakuti orang banyak (General preventif) maupun
menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar
dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi

b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang melakukan kejahatan

agar dapat menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi
masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan pengertian diatas bahwa pemindanaan
merupakan bagian dimana untuk menakuti orang sehingga seseorang yang
belum pernah berbuat kejahatan agar tidak berani untuk melakukan perbuatan
kejatahan. Serta untuk seseorang yang telah melakukan kejahatan memberikan
memperbaiki orang agat dapat menjadi orang baik sehingga bermanfaat bagi
masyarakat.

Tentu Jika ditinjau dari judul penelitian ini dalam pemindanaan dalam suatu
putusan pengadilan hakim khususnya pada putusan no 29/Pid.sus-
TPK/2021/PN.Jkt.Pst. dalam persidangan harus menyertai pertimbangan baik
yang meringankan maupun yang memberatkan hal tersebut guna untuk
menegakkan sesuai dengan tujuan pemindaanan Dimana konsepsi tujuan

pemindanaan dimana Dalam proses penegakan hukumnya hakim harus tetap
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memperhatikan tujuan dari hukum itu sendiri yang mana harus memperhatikan
keadilan, kemanfaatan, dan menjamin kepastian hukum.
G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut
1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis Penelitian hukum pada penelitian ini adalah dengan jenis penelitian
kualitatif dengan metode normatif, metode ini adalah jenis penelitian yang
bertumApu pada kaidah - kaidah yang mengharuskan kepatuhannya dengan
menggunAakan alat kekuasaan negara dan produknya juga bersifat
megkaidah®!' selain itu juga penulisan normatif adalah penelitian terhadap asas
—asas hukum, sitsematika hukum serta penelitian terhadap taraf sinkronisas i
hukum??
2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan dimana agar
memudahkan penyusun dalam melaksanakan penelitian dalam menyelasikan
permasalahan yang terdapat didalam rumusan masalah, adapun dalam
penelitian ini penyusun menggunakan beberapa jenis pendekatan antara lain
sebagai berikut

a. Pendekatan Perundang-undangan

Penyusun pada penyusunan penelitian ini mengunakan pendekatan

perundang-undangan di mana menggunakan Undang-undang atau aturan

31" Sulistyowati irianto dan shidarta,2013, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan
Refleksi,Jakarta, yayasan Pustaka Obor Indonesia , Cetakan kedua, Hal 143

32 Bambang Sunggok,2013, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,
cetakan ketiga belas, Hal 41
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lainnya serta mempelajari Undang-undang dan aturan yang berkaitan
dengan kasus yang peneliti ambil. Pendekatan perundang-undangan sendiri
merupakan suatu pendekatan yang di terapkan dengan memahami atau
menelaah segala bentu peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan isu hukum yang dihadapai.*?
b. Pendekatan kasus
Pada pendekatan ini penyusun menggunakan pendekatan kasus.
Pendekatan kasus sendiri adalah pendekatan sebuah pendekatan yang
bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum
yang dilakukan dalam praktik hukum.** Terutama mengenai kasus-kasus
yang telah di putus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi
terhadap perkara-perkara yang menjadi focus penelitian.’
3. Bahan Hukum
Penyusunan karya ilmiah ini Penyusun menggunakan berbagai bahan
Hukum diantaranya bahan Hukum primer,sekunder,dan tersier
a. Bahan hukum Primer
Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan

hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai

33 Irwansyah,2021, Penelitian hukum:pilihan metode & praktik penulisan artikel, Edisi
revisi, Yogyakarta: Mirra Buanna media, Hal 133

3% Sunhaimi, Problem hukum dan pendekatan dalam penelitian hukum normatif, Jurnal
yustitia fakultas hukum universitas Madura Vol 9 No 2 tahun 2018, Hal 207,
https://core.ac.uk/download/pdf/229038528.pdf, Diakses pada tanggal 3 april 2024 (jam 15.49
Wib).

35 Ibid, Hal 207


https://core.ac.uk/download/pdf/229038528.pdf
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otoritas.’® Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti
perundag -undangan berkaitan langsung dengan apa yang diteliti

Bahan hukum primer pada penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-undang No 20 Tahun 2001 perubahan Undang-undang No
31 Tahun 1999 Tentang Tindak pidana korupsi.

2. Undang-undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum
Pidana.

3. Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang
Hukum Pidana.

4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

6. Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 Perubahan atas Undang-
undang No 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
pinda Korupsi

b. Bahan hukum Sekunder
Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan —bahan hukum
primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan

seterusnya.’’

36 1 ketut suardita, pengenalan bahan hukum, jurnal Unud, Hal 296
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505{0416fe0c446c60f7e8ac.pdf
diakses pada tanggal 3 april 2024 (jam 16.27 Wib).

37 . Soerjono soekanto dan Sri Mamudji.,2015, Penelitian hukum normatif, Jakarta,Pt Raja
Grafindo, Hal 13.



https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf
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c. Bahan hukum Tersier

Bahan Hukum Ini memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan
hukum primer sekunder.’® artinya pada bahan hukum ini petunjuk maupun
penjelasannya ditujukan untuk mempermudah pemahaman terhadap bahan
hukum primer maupun bahan hukum sekunder.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi
kepustakaan, yaitu dengan mempelajari, mendalami, mengutip teori-teori atau
konsep konsep dari sejumlah literature baik dari buku,jurnal atau karya tulisan
lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.*
5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian Ini menggunakan teknik dan mekanisme analisis penelitian
secara kualitatif yaitu data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara
menghubungkan setiap kata secara efektif dan sistematis. Bentuk pengelolaan
bahan hukum yang mana diawal penjelasan kemudian menjadi ringkas dan
terstruktur secara sistematis.*’
6. Teknik Penarikan Kesimpulan

kesimpulan dalam penyusunan penelitian ini penyusun melakukan
penarikan kesimpulan dengan cara induktif, dimana penyusun melakukan
penarikan kesimpulan dari hal-hal yang memiliki sifat khusus ke hal yang

memiliki sifat umum.

38 Ibid Hal 13.
39 Widodo,2018, Metodologi penelitian popular & praktis, Depok,Rajawali Pers, Hal 10
40 Bambang Sunggono, 2007, Metodologi penelitian Hukum,Rajawali pers, Jakarta, Hal 45
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